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Abstrak 

Jawa Barat merupakan pelopor penerapan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
secara digital. Namun, optimalisasi pendapatan PKB masih menghadapi kendala akibat belum 
optimalnya tata kelola pemerintahan digital, yang ditandai rendahnya penggunaan kanal 
pembayaran digital yang masih di bawah 9% serta tren penurunan kepatuhan wajib pajak dalam 
lima tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pemerintahan digital dalam 
meningkatkan pendapatan PKB, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta 
merumuskan model ideal berdasarkan kerangka OECD. Penelitian menggunakan studi deskriftif 
melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan informan dari unsur pemerintah, 
akademisi, dan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan digital sudah 
berjalan baik namun belum signifikan terhadap peningkatan pendapatan PKB. Faktor 
penghambat meliputi fragmentasi sistem, pemanfaatan data yang belum optimal, dan rendahnya 
literasi digital, sedangkan faktor pendukung mencakup komitmen kelembagaan, infrastruktur 
dasar, dan inovasi layanan. Penelitian ini menghasilkan novelty berupa SMART PKB Governance 
Framework yang berlandaskan prinsip Systematic, Measurable, Agile, Responsive, dan Trusted. 

Kata kunci: Tata Kelola Pemerintahan Digital, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Daerah. 

 
Governance Of Digital Government In Optimizing Motor Vehicle Tax (Pkb) Revenue In 

West Java Province  
 

Abstract 

West Java Province is a pioneer in implementing digital payment for Motor Vehicle Tax (PKB). 
However, the optimization of PKB revenue continues to face challenges due to the suboptimal 
governance of digital government, as indicated by the low utilization of digital payment channels, 
which remains below 9%, and a declining trend in taxpayer compliance over the past five years. This 
study aims to analyze digital government governance in enhancing PKB revenue, identify inhibiting 
and enabling factors, and formulate an ideal governance model based on the OECD framework. This 
research uses descriptive studies through observations, interviews, and document analysis, involving 
informants from government institutions, academia, and the public. The findings reveal that digital 
government governance has been implemented relatively well but has not yet had a significant 
impact on increasing PKB revenue. Inhibiting factors include system fragmentation, suboptimal use 
of data, and low levels of digital literacy, while enabling factors consist of institutional commitment, 
basic digital infrastructure, and service innovation. This study contributes a novel conceptual model, 
namely the SMART PKB Governance Framework, which is grounded in five core principles: 
Systematic, Measurable, Agile, Responsive, and Trusted. 

Keywords: Governance of Digital Government, Motor Vehicle Tax, Regional Revenue. 
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PENDAHULUAN 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

merupakan salah satu kontributor utama 

dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

sehingga perannya sangat strategis dalam 

mendukung kapasitas fiskal daerah di 

Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi 

informasi, penerapan sistem digital dalam 

administrasi pajak menjadi sebuah 

kebutuhan mendesak untuk 

meningkatkan efisiensi dan kepatuhan 

wajib pajak. Penelitian ini mengkaji 

bagaimana tata kelola pemerintahan 

digital dapat berperan dalam optimalisasi 

penerimaan PKB dengan memanfaatkan 

sistem digital, serta dampaknya terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Sistem digital seperti e-Samsat, 

SAKPOLE, dan SIGNAL telah 

diimplementasikan sebagai bagian dari 

transformasi digital untuk memudahkan 

proses pembayaran PKB. Analisis 

menunjukkan bahwa aplikasi-aplikasi ini 

tidak hanya menyederhanakan proses 

pembayaran, tetapi juga meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak (Arif et al., 2025; 

Yulinda & Sudiana, 2024). Riset yang 

dilakukan oleh Arif et al. menjelaskan 

bahwa transformasi digital dalam 

administrasi pajak sangat cepat 

berkembang dan berfungsi untuk 

meningkatkan efisiensi serta kepatuhan 

wajib pajak di Indonesia (Arif et al., 2025). 

Pentingnya pelayanan digital dalam 

menarik perhatian wajib pajak diakui 

melalui peningkatan layanan pada kantor 

SAMSAT. Kualitas layanan yang baik 

berhubungan positif dengan kepatuhan 

wajib pajak, dan inovasi dalam 

pembayaran PKB menjadi kunci untuk 

merangsang peningkatan PAD (Wianto, 

2022; Sadewa, 2022). Dalam penelitian di 

wilayah Jawa Barat, Andayani et al. 

menemukan bahwa inovasi layanan 

digital seperti e-Samsat yang berkembang 

pesat terutama pada masa pandemi Covid-

19 terbukti memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan kepatuhan wajib 

pajak. (Andayani et al., 2022). 

Di sisi lain, kepatuhan tidak hanya 

ditentukan oleh kemudahan sistem, tetapi 

juga oleh aspek non-teknis. Tingkat 

pendidikan dan kesadaran perpajakan 

masyarakat memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kemauan untuk memenuhi 

kewajiban pajak. Penelitian 

mengindikasikan bahwa pemahaman 

yang baik tentang pajak dan adanya 

transparansi dalam proses administrasi 

pajak melalui sistem elektronik 

meningkatkan kepatuhan (Ilmi & 

Mukhibad, 2024). Limbantoro et al. juga 

menegaskan pentingnya sosialisasi pajak 

dalam konteks insentif yang diberikan 

pemerintah, serta pengaruhnya terhadap 

kepatuhan di kalangan pengguna 

kendaraan (Limantoro et al., 2022). 

Sebagai kontributor vital bagi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), PKB 

menempati posisi strategis di Provinsi 

Jawa Barat, yang notabene memiliki 

jumlah kepemilikan kendaraan tertinggi 

di Indonesia. Menyadari potensi ini, 

pemerintah daerah setempat mengambil 

langkah inovatif dengan meluncurkan 

sistem pembayaran PKB digital pertama di 
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Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat 

menyederhanakan proses pembayaran 

bagi wajib pajak, sekaligus mendongkrak 

tingkat kepatuhan dan realisasi 

pendapatan daerah. 

Namun, di balik terobosan tersebut, 

upaya memaksimalkan penerimaan pajak 

melalui saluran digital justru menemui 

kendala. Fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa adopsi pembayaran digital untuk 

PKB masih berada di bawah 9%, sebuah 

angka yang terbilang rendah. Penjelasan 

lebih rinci mengenai masih rendahnya 

pembayaran PKB secara digital yang 

dilakukan oleh wajib pajak dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PKB Secara 

Digital Tahun 2018 s.d. 2024 

No. Tahun Target Realisasi  

Pembayaran 

PKB Secara 

Digital  

Jumlah 

Transaksi  

 

% 

1 2018 7.180.342.000.000 7.540.768.220.845 111.945.524.300 210.824 
1,89 

2 2019 8.034.519.000.000 8.174.357.408.900 591.691.951.100 833.311 
7,13 

3 2020 10.146.043.771.250 7.610.388.642.717 545.384.692.000 655.447 6,28 

4 2021   7.860.554.777.000 8.179.965.230.060 571.779.009.000 666.247 6,36 

5 2022 7.860.554.777.000 8.900.036.938.612 671.173.449.900 740.973 6,93 

6 2023 9.006.038.416.156 9.201.226.492.084 730.849.685.000 745.473 6,97 

7 2024 9.486.549.372.866 9.682.817.551.355 945.573.660.800 924.711 8,46 

Sumber : Bapenda Jabar, 2025 

Lebih memprihatinkan lagi, trend 

kepatuhan wajib pajak justru 

menunjukkan penurunan dalam kurun 

waktu tujuh tahun terakhir (Bapenda Jawa 

Barat, 2025). Kondisi ini mengisyaratkan 

adanya celah dalam penerapan tata kelola 

pemerintahan digital yang berjalan saat 

ini. Penjelasan lebih rinci mengenai 

penurunan tren kepatuhan pembayaran 

PKB yang dilakukan oleh wajib pajak 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 
Sumber : Bapenda Jabar, 2025 

Gambar 1. Persentase Kepatuhan 

Pembayaran PKB Tahun 2018 s.d. 2024 

Berdasarkan kondisi tersebut, 

penelitian ini dirancang dengan tiga 

tujuan utama, yaitu menganalisis peran 

tata kelola pemerintahan digital dalam 

meningkatkan realisasi pendapatan PKB, 

sekaligus mengidentifikasi faktor 

pendorong dan penghambat dalam 

ekosistem digital dan menyusun model 

tata kelola digital yang efektif dan ideal 

untuk memacu optimalisasi penerimaan 

PKB. 

Meskipun berbagai penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa 

digitalisasi layanan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) melalui platform seperti 

e-Samsat, SIGNAL, dan aplikasi daerah 

mampu meningkatkan efisiensi 

administrasi serta kepatuhan wajib pajak 

(Andayani et al., 2022; Arif et al., 2025; 

Yulinda & Sudiana, 2024), sebagian besar 

studi tersebut masih memposisikan 

digitalisasi sebagai variabel teknis-

administratif, bukan sebagai persoalan 

tata kelola pemerintahan secara 
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menyeluruh. Penelitian yang sudah ada 

sebelumnya cenderung menitikberatkan 

pada hubungan antara kualitas layanan 

digital, pengetahuan pajak, dan kepatuhan 

wajib pajak, tanpa mengkaji bagaimana 

desain kelembagaan, koordinasi lintas 

instansi, pengelolaan data, kepemimpinan 

digital, serta kerangka regulasi secara 

simultan membentuk efektivitas 

digitalisasi tersebut. Disamping itu, 

pemanfaatan teknologi informasi pada 

layanan pemerintahan masih menghadapi 

hambatan internal dan eksternal, sehingga 

implementasi digitalisasi belum 

sepenuhnya optimal (Fathony et al., 

2021). Kemudian penyelenggaraan SPBE 

di lingkungan pemerintahan daerah masih 

menghadapi kendala integrasi data dan 

keterbatasan kapasitas sumber daya 

manusia, yang berdampak pada 

efektivitas layanan digital (Suwarlan et al., 

2023). 

Dalam praktiknya, implementasi 

pembayaran PKB berbasis aplikasi di Jawa 

Barat memang sudah berjalan, tetapi 

belum menunjukkan hasil yang optimal, 

mengindikasikan bahwa adopsi teknologi 

saja belum membawa efektivitas penuh 

tanpa aspek organisasi, regulasi, dan tata 

kelola yang kuat (Bahtiar et al., 2021). 

Implementasi pembayaran PKB berbasis 

aplikasi di Jawa Barat sudah berjalan, 

tetapi belum optimal. Penggunaan kanal 

digital masih rendah (8,46%) 

dibandingkan metode konvensional 

(91,54%), dan kepatuhan wajib pajak juga 

turun sekitar 5% dalam lima tahun 

terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

digitalisasi belum mampu mendorong 

perubahan perilaku masyarakat, 

meskipun sebenarnya berpotensi 

meningkatkan kualitas layanan melalui 

pemanfaatan teknologi.  (Indrajit, 2006).  

Mengacu pada kerangka OECD, tata 

kelola digital dibangun melalui tiga aspek 

utama: faktor kontekstual, model 

kelembagaan, dan pengungkit kebijakan. 

Kematangannya didukung oleh enam 

indikator, yaitu desain digital, berbasis 

data, pemerintah sebagai platform, 

keterbukaan, berorientasi pengguna, dan 

proaktif yang merupakan komponen tata 

kelola strategis, bukan sekadar digitalisasi 

layanan. Dengan kata lain, OECD 

memandang tata kelola digital sebagai 

struktur organisasi dan kebijakan 

strategis, bukan hanya soal aplikasi atau 

teknologi (OECD, 2020).  

Penelitian ini mengisi celah tersebut 

dengan menganalisis tata kelola 

pemerintahan digital PKB secara 

komprehensif melalui pendekatan 

kualitatif dan kerangka OECD, serta 

mengidentifikasi interaksi antara faktor 

kontekstual, model kelembagaan, dan 

pengungkit kebijakan yang 

mempengaruhi kinerja sistem PKB digital. 

Dengan demikian, studi ini bergeser dari 

sekadar mengukur dampak digitalisasi 

menuju pemahaman sistemik tentang 

bagaimana digitalisasi dikelola dalam 

praktik pemerintahan daerah.  

Kebaruan utama penelitian ini 

terletak pada pengembangan SMART PKB 

Governance Framework, yang 

memposisikan digitalisasi sebagai sistem 

https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi
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tata kelola yang bersifat Systematic, 

Measurable, Agile, Responsive, dan Trusted. 

Kerangka ini mengintegrasikan dimensi 

teknologi, kelembagaan, kebijakan, dan 

kepercayaan publik dalam satu model 

operasional yang aplikatif, sehingga 

menawarkan kontribusi konseptual dan 

praktis bagi pengembangan pemerintahan 

digital dan penguatan tata kelola 

perpajakan daerah secara berkelanjutan. 

Studi ini berlandaskan pada 

kerangka teoritis Governance of Digital 

Government (OECD, 2021), yang 

menekankan aspek krusial seperti 

koordinasi kebijakan, kerangka regulasi, 

kapasitas kelembagaan, dan prinsip 

keterbukaan. Sebagai bentuk kontribusi 

orisinal, penelitian ini memperkenalkan 

SMART PKB Governance Framework, 

sebuah model solutif yang diharapkan 

dapat menjawab tantangan tata kelola 

pemerintahan digital dalam optimalisasi 

pendapatan PKB, mengidentifikasi faktor 

penghambat dan pendukung, serta 

merumuskan model ideal. 

 

METODE  

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif untuk memahami secara 

mendalam fenomena yang kompleks, yang 

dipilih untuk menyelami kompleksitas 

penerapan tata kelola pemerintahan 

digital PKB di Jawa Barat secara 

mendalam. Pemilihan Jawa Barat sebagai 

lokus penelitian dilakukan secara 

purposif, mengingat provinsi ini 

merupakan yang pertama 

mengimplementasikan layanan PKB 

digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih 

karena mampu menggali dinamika, 

persepsi, dan praktik yang tidak dapat 

dijelaskan hanya melalui data kuantitatif. 

(Creswell, J. W., & Creswell, 2018). Metode 

deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta 

dan karakteristik objek penelitian secara 

faktual dan akurat 

 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 

enam bulan, mulai Mei hingga November 

2025., bertempat di Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 

Target/Subjek Penelitian 

Target/subjek penelitian dilakukan 

kepada para pejabat Badan Pendapatan 

Daerah, Kepolisian, Jasa Raharja, 

pengelola Teknik Informatika, akademisi, 

dan masyarakat pengguna layanan.  

 

Data, Instrumen, dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui tiga cara 

utama : observasi langsung layanan PKB 

digital (di Samsat dan platform online) 

serta wawancara semi-terstruktur. 

Penelitian ini melibatkan 10 informan 

kunci dari Bapenda, Ditlantas Polda Jabar, 

Jasa Raharja, akademisi, dan masyarakat. 

Komposisi ini dipilih untuk mendapatkan 

pandangan yang beragam dan 

menyeluruh. Studi dokumentasi yang 
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berkaitan dengan berbagai dokumen 

pendukung seperti peraturan kebijakan, 

laporan keuangan, data statistik PKB, dan 

dashboard sistem PKB. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data menggunakan model 

interaktif yang berlangsung secara 

bersamaan, meliputi reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini bersifat dinamis 

dan terus berkembang mengikuti temuan 

di lapangan. 

Untuk menjaga keabsahan, data diuji 

dengan teknik triangulasi, yaitu 

membandingkan berbagai sumber, 

metode, dan waktu pengumpulan. 

Pendekatan ini memastikan data lebih 

konsisten dan dapat dipercaya. 

Rangkaian analisis tersebut 

selanjutnya dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 
Sumber : Silalahi, 2012 

Gambar 2. Model Analisis Data Miles  

dan Huberman 

Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui tiga tahapan utama 

yang saling berkesinambungan : 

1. Reduksi Data 

data diseleksi dan difokuskan agar 

hanya yang relevan yang 

digunakan, sehingga inti masalah 

lebih jelas.  

2. Penyajian Data 

data disusun dalam bentuk 

terstruktur seperti tabel atau 

grafik agar mudah dipahami dan 

dianalisis (Sugiyono, 2012). 

3. Penarikan Kesimpulan 

kesimpulan disusun dari hasil 

analisis, namun bersifat 

sementara dan dapat berkembang 

seiring penambahan data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tata Kelola Pemerintahan Digital 

Dalam Optimalisasi Penerimaan 

PKB di Jawa Barat  

Tata kelola pemerintahan digital 

menurut OECD mencakup tiga aspek 

utama, yaitu faktor kontekstual, model 

kelembagaan, dan pengungkit kebijakan 

(OECD, 2021). Masing-masing aspek 

memiliki empat indikator yang perlu 

dipenuhi sebagai prasyarat dalam 

mewujudkan tata kelola digital yang 

efektif. Berikut penjelasan secara rinci 

terkait dengan tata kelola pemerintahan 

digital dalam meningkatkan pendapatan 

Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi 

Jawa Barat : 

A. Faktor Kontekstual 

Dalam upaya meningkatkan 

pendapatan PKB di Jawa Barat, ketiga 

aspek tata kelola menjadi dasar penting 

dalam merancang kebijakan yang tepat. 

https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi
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Salah satunya adalah faktor kontekstual, 

yaitu kondisi wilayah dan organisasi yang 

memengaruhi penerapan pemerintahan 

digital. Aspek ini mencakup budaya, 

struktur politik dan administrasi, kondisi 

sosial ekonomi, teknologi dan kebijakan, 

serta faktor lingkungan dan geografis. 

Pemahaman yang menyeluruh terhadap 

indikator tersebut penting agar kebijakan 

digital tidak hanya tepat secara konsep, 

tetapi juga sesuai dengan kondisi nyata di 

lapangan.. 

Dilihat dari sisi budaya, “sebagian 

besar masyarakat Jawa Barat dalam 

membayar PKB masih menggunakan 

pembayaran secara langsung 

(konvensional), terlihat dari hasil 

penerimaan PKB secara digital baru 

sekitar 8,46%, itu artinya sekitar 91,54% 

masih menggunakan kanal pembayaran 

konvensional” (kutipan wawancara 

Bersama Dwi Agus Sulistyo Kabid PSIP 

Bapenda Jabar, 2025). Hal itu dipengaruhi 

dari kebiasaan masyarakat yang sudah 

terbiasa membayar secara langsung. Dari 

sisi administrasi, pembayaran PKB di Jawa 

Barat belum sepenuhnya full digital. Meski 

layanan digital sudah tersedia untuk 

mempermudah pembayaran tahunan, 

tingkat penggunaannya masih rendah. 

Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan 

masyarakat yang lebih memilih datang 

langsung ke Samsat. “Layanan 

pembayaran PKB secara digital sudah 

dibangun dalam rangka mempermudah 

proses pembayaran PKB tahunan. Namun 

antusias masyarakat dalam menggunakan 

kanal tersebut nampaknya masih kurang 

dikarenakan kebiasaan masyarakat Jawa 

Barat yang lebih memilih datang langsung 

ke setiap titik layanan.” (Kutipan 

wawancara Bersama AKBP. Aryo Dwi 

Wibowo Kasubdit Regident Polda Jabar). 

“Kondisi ini menunjukkan bahwa 

tata kelola digital layanan PKB belum 

optimal. Salah satu masalah utamanya 

adalah proses yang belum terintegrasi, 

sehingga wajib pajak masih harus datang 

ke Samsat meski sudah membayar secara 

online. Padahal, layanan digital 

seharusnya cukup dilakukan sekali dari 

awal hingga selesai tanpa perlu kehadiran 

fisik, agar lebih efisien dan mudah bagi 

pengguna” (kutipan wawancara bersama 

Wawan Dosen Unpad, 2025). 

Kemudian faktor sosial ekonomi 

dapat dilihat dari “rendahnya literasi 

masyarakat akibat kurangnya edukasi dan 

sosialisasi pembayaran PKB secara digital 

turut berkontribusi pada rendahnya 

penggunaan kanal pembayaran PKB 

secara digital” (kutipan wawancara 

Bersama Hendriawanto Kepala Kanwil 

Jasa Raharja, 2025). Padahal, berdasarkan 

data Indeks Literasi Digital Berdasarkan 

Provinsi di Indonesia tahun 2022, Jawa 

Barat menduduki posisi ke-6 dari 34 

provinsi dengan nilai 36 poin (Open Data 

Jabar, 2022). Itu tandanya bahwa 

sosialisasi dan edukasi pembayaran PKB 

secara digital yang dilakukan oleh 

Bapenda Jabar belum optimal. Ditambah 

lagi belum adanya integrasi data 

kendaraan antar wilayah perbatasan 

provinsi. 
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Dari konteks teknologi dan 

kebijakan telah menunjukkan arah 

transformasi yang progresif. 

“Infrastruktur digital Pemprov Jabar 

sudah cukup mumpuni, mulai dari 

jaringan, server, dan keamanan siber. 

Selain itu, interoperabilitas dilakukan 

melalui API lintas OPD, misalnya integrasi 

aplikasi SAKTI dengan Disdukcapil dan 

Kementerian Keuangan” (kutipan 

wawancara bersama Mas Adi Komar 

Kepala Diskominfo Jabar, 2025) Meski 

sudah berkembang, masih ada tantangan 

yang belum teratasi. Salah satunya adalah 

ketimpangan infrastruktur TIK di wilayah 

pedalaman dan pegunungan, yang 

membuat akses layanan digital belum 

merata dan menghambat optimalisasi 

layanan secara keseluruhan. Bapenda 

Jabar sedang mengembangkan big data 

dan Artificial Intelegence (AI) untuk 

mendukung proses analisis kebijakan PKB 

dengan cepat dan cermat serta 

mengembangkan pembayaran secara 

digital melalui berbagai metode 

pembayaran seperti QRIS, Virtual Account 

(VA) dan kode bayar, termasuk bekerja 

sama dengan gerai modern dan 

marketplace. 

Kondisi lingkungan dan geografis 

Jawa Barat yang beragam berdampak 

pada pemberian layanan pembayaran PKB 

nampaknya tidak bisa dilakukan 

sepenuhnya secara digital. Adopsi 

pelayanan secara hybrid berupa layanan 

digital dan layanan langsung kepada 

masyarakat masih diterapkan guna 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

lingkungan. Layanan digital lebih efektif 

digunakan di perkotaan, sedangkan 

layanan konvensional diterapkan untuk 

wilayah pedesaan dan terpencil. 

Dilihat dari faktor kontekstual, 

rendahnya tingkat adopsi PKB digital di 

Jawa Barat mengindikasikan bahwa 

proses transformasi digital belum 

sepenuhnya selaras dengan realitas sosial 

dan tata kelola administrasi yang dihadapi 

masyarakat. Meskipun Jawa Barat dikenal 

sebagai pelopor penerapan PKB digital, 

sebagian besar wajib pajak masih 

cenderung menggunakan layanan 

konvensional karena kanal digital belum 

mampu memberikan kemudahan secara 

menyeluruh dan konsisten. 

Temuan ini sejalan dengan 

pandangan (OECD, 2021) yang 

menegaskan bahwa digitalisasi layanan 

publik tidak akan berdampak signifikan 

terhadap kinerja apabila hanya 

menitikberatkan pada penyediaan 

teknologi, tanpa diiringi penyederhanaan 

proses dan penyesuaian dengan perilaku 

pengguna. Dalam konteks PKB di Jawa 

Barat, keharusan wajib pajak untuk tetap 

hadir secara fisik ke kantor Samsat setelah 

melakukan pembayaran secara daring 

melemahkan prinsip digital by design dan 

pada akhirnya menurunkan nilai tambah 

layanan digital itu sendiri.. 

Kondisi tersebut juga 

mencerminkan adanya design–reality gap 

sebagaimana dikemukakan oleh (Heeks, 

2006), yakni kesenjangan antara desain 

sistem digital dan realitas yang dihadapi 

pengguna. Ketidaksesuaian ini 
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menyebabkan layanan PKB digital belum 

dipersepsikan sebagai alternatif yang 

lebih efisien dibandingkan layanan 

konvensional, sehingga minat masyarakat 

untuk beralih ke kanal digital menjadi 

terbatas. 

 

B. Model Kelembagaan 

Model kelembagaan penting untuk 

memastikan layanan publik berfokus pada 

masyarakat melalui tata kelola yang 

responsif dan inovatif. Aspeknya meliputi 

struktur, kepemimpinan, koordinasi dan 

kerja sama, serta partisipasi masyarakat.  

Dilihat dari struktur makro 

digitalisasi layanan Bapenda Jabar 

dibangun di atas dasar hukum dan 

institusional yang kuat, serta didukung 

oleh bidang teknis yang khusus mengelola 

sistem informasi. Namun, yang menjadi 

tantangan adalah kesenjangan kapasitas 

antar Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Pusat Pengelolaan Pendapatan 

Daerah (P3D) dan kebutuhan unit 

koordinasi digital lintas sektor. Struktur 

optimalisasi pendapatan PKB dibangun 

melalui hubungan vertikal dan horizontal, 

melibatkan perbankan, Jasa Raharja, 

Kepolisian, UPTD P3D serta Kab/Kota” 

(kutipan wawancara bersama 

Hendriawanto Kabid PSIP Bapenda Jabar, 

2025). 

Kepemimpinan tata kelola digital 

PKB telah menunjukan arah strategis yang 

progresif, dengan posisi kuat di level 

pengambil kebijakan dibuktikan dengan 

adanya Peta Jalan Digitalisasi Bapenda 

Jabar 2025-2029. Blueprint digitalisasi 

PKB sebagai pedoman pengembangan 

layanan. Blueprint ini memuat roadmap 

modernisasi sistem, penguatan 

infrastruktur TIK, perluasan kanal 

pembayaran digital, serta integrasi 

dengan mitra strategis seperti perbankan 

dan fintech. “Keberadaan blueprint 

menjadi pijakan penting agar transformasi 

digital PKB berjalan lebih terarah, aman, 

inklusif, dan berkelanjutan” (Kutipan 

wawancara Bersama Dwi Agus Sulistyo 

Kabid PSIP Bapenda Jabar, 2025). Namun 

perlu penguatan peran di tingkat teknis 

operasional yang dilaksanakan oleh 

seluruh UPTD P3D atau Samsat. 

Koordinasi PKB dilakukan melalui 

Tim Pembina Samsat Provinsi yang 

melibatkan Gubernur, Kapolda, dan Jasa 

Raharja, dengan pelaksana teknis 

Bapenda, Ditlantas, dan Jasa Raharja. Tim 

ini menyusun kebijakan bersama, 

mengambil keputusan lintas sektor, dan 

mendorong digitalisasi layanan. 

Kerja sama juga melibatkan berbagai 

pihak seperti kementerian, perbankan, 

pelaku usaha, dealer, dan perusahaan 

pembiayaan. Secara hukum, tim ini 

mengacu pada Perpres Nomor 4 Tahun 

2025. Untuk mendukung pelaksanaan, 

dibentuk Sekretariat sebagai pusat 

koordinasi antarinstansi. 

Bapenda Jawa Barat mendorong 

partisipasi masyarakat melalui kerja sama 

dengan berbagai pihak lokal. Upaya ini 

tidak hanya memperluas akses layanan 

digital, tetapi juga meningkatkan 

kepercayaan publik. Langkah yang 

dilakukan antara lain melibatkan 
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penelusur pajak untuk edukasi dan 

pendampingan, bekerja sama dengan 

BUMDes melalui PPOB untuk menjangkau 

desa, serta menggandeng koperasi dan 

tokoh masyarakat dalam sosialisasi pajak. 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa 

selain membangun sistem digital, 

Pemprov Jawa Barat juga memperkuat 

peran sosial masyarakat. Dari sisi 

kelembagaan, tata kelola PKB digital juga 

didukung oleh kolaborasi lintas instansi 

melalui Tim Pembina Samsat..  

Namun demikian, kolaborasi 

tersebut belum sepenuhnya terwujud 

dalam bentuk integrasi sistem dan 

pengelolaan data yang terpadu. Padahal, 

transformasi digital sektor publik 

menuntut pendekatan whole-of-

government yang tidak hanya bersifat 

koordinatif, tetapi juga terintegrasi secara 

teknis dan institusional (Luna-Reyes & Gil-

García, 2014). 

Fragmentasi sistem yang masih 

terjadi antara Bapenda, Kepolisian, dan 

Jasa Raharja menunjukkan bahwa tata 

kelola PKB digital saat ini masih berada 

pada tahap digitalisasi parsial. Implikasi 

dari kondisi tersebut adalah terbatasnya 

pemanfaatan data lintas sektor dalam 

mendukung pengambilan keputusan 

strategis, sehingga potensi digital 

government sebagai instrumen untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak belum 

dapat dioptimalkan secara maksimal. 

 

C. Pengungkit Kebijakan 

Pengungkit kebijakan menjadi alat 

untuk mendorong perubahan melalui 

strategi, manajemen proyek, pembiayaan, 

serta regulasi. Bapenda Jawa Barat telah 

menetapkan arah digitalisasi lewat 

Renstra 2025–2029 dengan konsep New 

Smart Tax, yang mendorong peralihan 

layanan ke sistem digital. 

Selain itu, dikembangkan Dashboard 

PKB berbasis AI untuk mendukung 

keputusan berbasis data. “Strategi 

pengembangan dilakukan melalui 

digitalisasi layanan, integrasi data, dan 

penyediaan kanal pembayaran digital 

yang mudah diakses masyarakat” 

(wawancara AKBP Aryo Dwi Wibowo). 

Bapenda juga menghadirkan 

layanan konsultasi digital melalui Samsat 

Information Center (SIM C), yang 

menyediakan informasi, konsultasi, dan 

pengaduan melalui call center dan 

WhatsApp secara praktis. 

Dukungan anggaran pengembangan 

digitalisasi layanan di Bapenda Jawa Barat 

cukup terbatas, hanya mengalokasikan 

sekitar 7 milyar rupiah untuk tahun 2025 

atau 1,7% dari total anggaran Bapenda. 

Padahal strategi dan rencana Bapenda 

untuk pengembangan infrastruktur digital 

seperti pengembangan big data dan AI 

membutuhkan anggaran yang cukup 

besar. Transformasi digital PKB tidak 

hanya dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa 

Barat, tetapi juga melalui skema cost 

sharing dari APBD kabupaten/kota. Dari 

sisi manajemen keuangan, hal ini 

menunjukkan dukungan pendanaan yang 

cukup kuat dan kolaboratif..  

Secara peraturan Bapenda Jawa 

Barat telah memiliki pedoman yang jelas 
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untuk pemungutan PKB dari mulai 

Undang-Undang sampai dengan turunan 

berupa Pereturan Gubernur. 

“Transformasi digital mendapat dukungan 

regulasi, mulai dari Peraturan Daerah 

sampai Peraturan Gubernur” (Kutipan 

wawancara Bersama Asep Supriatna 

Kepala Bapenda Jabar, 2025).  Namun 

demikian, masih terdapat kekurangan 

pada aspek teknis, seperti belum adanya 

standar yang jelas terkait desain 

antarmuka, interoperabilitas 

antarinstansi, serta integrasi sistem 

pembayaran dan pelaporan. 

Di sisi kebijakan, keberadaan peta 

jalan dan blueprint digitalisasi PKB 

mencerminkan komitmen pemerintah 

daerah dalam mendorong transformasi 

digital. Namun, komitmen tersebut belum 

sepenuhnya diimbangi oleh dukungan 

anggaran dan kapasitas implementasi 

yang memadai. Transformasi digital 

sektor publik pada dasarnya memerlukan 

investasi berkelanjutan untuk 

menciptakan public value (Cordella & 

Bonina, 2012). Alokasi anggaran digital 

yang relatif terbatas menunjukkan bahwa 

digitalisasi PKB masih diposisikan sebagai 

proyek pendukung, bukan sebagai 

instrumen strategis utama dalam 

peningkatan pendapatan daerah. 

Akibatnya, pemanfaatan teknologi seperti 

big data dan kecerdasan buatan (AI) masih 

terbatas pada fungsi deskriptif, dan belum 

berkembang ke arah analisis prediktif 

yang dapat menopang kebijakan berbasis 

data secara lebih kuat. 

Selain dilihat dari ketiga aspek di 

atas, dalam mewujudkan pemerintahan 

digital menurut (OECD, 2021) perlu 

disusun kerangka kebijakan 

pemerintahan digital melalui 6 instrumen 

sebagai pendorong utama. Berikut 

beberapa poin yang ditemukan terkait 

dengan : 

1) Desain Digital 

Pembayaran PKB belum sepenuhnya 

berbasis digital, sehingga masih 

melibatkan proses manual. “Ke depan, 

seluruh layanan akan mengarah ke 

digitalisasi, sehingga desain 

pembayaran PKB harus cepat 

menyesuaikan kebiasaan masyarakat” 

(kutipan wawancara bersama Wawan 

Dosen Unpad, 2025). 

2) Berbasis Data 

Pengambilan keputusan belum 

sepenuhnya berbasis data. Proses 

integrasi data belum dilakukan secara 

terpadu, terlihat dari Dashboard 

Bapenda Executive Smart Monitoring 

(BE STRONG) PKB hanya menampilkan 

data internal Bapenda, belum 

terhubung dengan Polri, Jasa Raharja 

dan instansi lainnya. Adapun tampilan 

dashboard dapat dilihat di bawah ini : 

 
Sumber : Bapenda Jabar, 2025 

Gambar 3. Dashboard PKB 
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3) Pemerintah Sebagai Platform 

Meski transparansi sudah mulai 

diterapkan, integrasinya belum 

menyeluruh dan desain layanan belum 

sepenuhnya berorientasi pada 

pengguna. Karena itu, peran Bapenda 

Jabar perlu diperluas—tidak hanya 

sebagai pemungut pajak, tetapi juga 

sebagai penyedia ekosistem digital, 

data, dan standar kolaborasi bagi 

berbagai pihak. 

4) Keterbukaan 

Keterbukaan data perlu diperkuat, 

salah satunya melalui pembuatan 

dashboard PKB yang bisa di akses oleh 

masyarakat. Sehingga masyarakat 

mengetahui bahwa pembayaran PKB 

di Jawa Barat itu berapa dan 

digunakan untuk apa saja. 

5) Berbasis Pengguna 

Dalam pengembangan layanan PKB, 

Bapenda Jabar masih lebih banyak 

mengandalkan tim internal, sehingga 

keterlibatan masyarakat sebagai 

pengguna belum optimal. Dampaknya, 

layanan yang dihasilkan cenderung 

berjalan satu arah. “Sebagian besar 

masyarakat Jawa Barat sebetulnya 

sudah mengetahui terkait pembayaran 

PKB secara digital. Namun beberapa 

alasan dari mereka tidak 

menggunakan layanan digital karena 

kurangnya literasi digital dan sistem 

yang terkadang error” (kutipan 

wawancara bersama Dicky, 2025).. 

6) Proaktif 

Di sisi lain, upaya sosialisasi sudah 

cukup luas melalui berbagai media, 

baik cetak maupun digital. Namun, 

intensitasnya masih perlu 

ditingkatkan. “Perlu dilakukan 

sosialisasi secara masif agar 

masyarakat lebih memahami 

pembayaran PKB digital, sekaligus 

menyadari manfaatnya bagi 

pembangunan daerah” (kutipan 

wawancara bersama Wawan, 2025).. 

 

 

2. Faktor Penghambat dan Pendukung 

Tata Kelola Pemerintahan Digital 

Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 

tata kelola pemerintahan digital telah 

menjadi strategi penting untuk 

meningkatkan pendapatan PKB. Namun, 

implementasinya masih menghadapi 

berbagai tantangan. Meskipun inisiatif 

digital terus didorong, hasilnya belum 

sepenuhnya efektif. 

Adapun beberapa faktor yang 

menjadi penghambat diantaranya terkait 

dengan fragmentasi sistem antar instansi 

dimana basis data kendaraan, 

kepemilikan, dan pembayaran pajak 

masih tersebar di tiga instansi berbeda 

(Polri, Bapenda dan Jasa Raharja).  

Salah satu kendala adalah belum 

terintegrasinya sistem antarinstansi. 

Kepolisian berfokus pada registrasi 

kendaraan melalui ERI, Bapenda 

mengelola data dan penerimaan melalui 

SAKTI JAWARA, sementara Jasa Raharja 

menangani SWDKLLJ. Meski ada upaya 

integrasi, sistem-sistem tersebut masih 
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berjalan sendiri-sendiri. Idealnya, seluruh 

proses di Samsat mulai dari pendaftaran, 

pembayaran, hingga penyetoran 

terintegrasi dalam satu sistem bersama. 

Ketidaksinkronan ini membuat layanan 

kurang efisien dan berpotensi 

menurunkan kepercayaan publik. 

Selain itu, pemanfaatan data juga 

belum optimal. Data yang tersedia 

umumnya masih bersifat deskriptif, 

seperti pada dashboard BE STRONG yang 

baru menampilkan realisasi dan tren 

penerimaan. Padahal, data tersebut 

seharusnya dapat diolah lebih lanjut, 

misalnya dengan dukungan AI, untuk 

analisis prediktif yang membantu 

pengambilan kebijakan lebih tepat 

sasaran. 

Tantangan lain adalah rendahnya 

literasi digital masyarakat. Berdasarkan 

Indeks Masyarakat Digital Indonesia 

(IMDI) 2024, Jawa Barat masih berada 

pada kategori “cukup” dengan nilai 46,66, 

di bawah beberapa provinsi lain yang 

sudah masuk kategori tinggi (Digital, 

2024). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini : 

 
Sumber : Kementerian Kominfo RI, 

2024 

Gambar 4. Indeks Masyarakat Digital 

Indonesia Tahun 2024 

Pendekatan digital saat ini masih lebih 

menyasar masyarakat perkotaan yang 

sudah terbiasa dengan teknologi dan 

memiliki akses internet yang baik. 

Sementara itu, banyak wajib pajak di 

wilayah pedesaan masih kesulitan 

menggunakan layanan digital karena 

keterbatasan literasi dan akses. 

Hal ini terlihat dari data IMDI 2024, di 

mana hanya Kota Bandung yang masuk 

kategori “sangat tinggi”, sementara 

sebagian besar daerah di Jawa Barat masih 

berada pada kategori “tinggi” dan “cukup”. 

Artinya, tingkat literasi digital masyarakat 

belum merata, sehingga penggunaan 

layanan pembayaran PKB digital masih 

rendah. 

Kondisi ini menjadi tantangan nyata 

yang perlu segera diatasi. Namun 

demikian, terdapat pula faktor 

pendukung, seperti adanya komitmen 

bersama antarinstansi, ketersediaan 

infrastruktur digital dasar, serta terus 

berkembangnya inovasi layanan digital 

yang dapat mempercepat transformasi ke 

depan. 

Bapenda Jabar bersama anggota Tim 

Pembina Samsat Provinsi “selalu 

bekerjasama dan mempunyai hubungan 

yang baik terutama dalam mendukung 

percepatan transformasi digital. 

Kombinasi yang baik ini turut 

mempercepat keberhasilan digitalisasi 

layanan pajak” (kutipan wawancara 

Bersama Asep Supriatna Kepala Bapenda 

Jabar, 2025). Komitmen digitalisasi 

diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, 

seperti kerja sama Tim Pembina Samsat 
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Jawa Barat dengan Bank BJB, Telkom, dan 

Diskominfo. Kolaborasi ini membangun 

ekosistem layanan pajak yang terintegrasi. 

Digitalisasi pun dipandang bukan sekadar 

proyek teknologi, tetapi sebagai solusi tata 

kelola yang berdampak langsung pada 

peningkatan pendapatan daerah. 

Dari sisi pendukung, infrastruktur 

digital di Jawa Barat relatif memadai. 

“Cakupan internet cukup merata dan 

penggunaan handphone di Jawa Barat 

termasuk yang tertinggi di Indonesia” 

(kutipan wawancara bersama Wawan 

Dosen Unpad, 2025). Selain itu, sejak 2014 

Bapenda Jabar telah mengembangkan e-

Samsat, dan kini seluruh kantor Samsat 

sudah terhubung secara online. 

Pembayaran PKB pun dapat dilakukan 

secara digital, sehingga lebih fleksibel bagi 

masyarakat. 

Bapenda Jabar terus mendorong 

inovasi layanan digital dengan 

memperluas kerja sama ke berbagai 

platform, seperti mobile banking, QRIS, e-

commerce, hingga pengembangan skema 

cicilan pajak (paylater) untuk 

memudahkan pembayaran tepat waktu. 

Selain itu, pengingat jatuh tempo pajak 

dikirim melalui SMS, WhatsApp, dan email 

sebagai upaya sederhana namun efektif 

dalam meningkatkan kepatuhan. 

 

3. Model Ideal Tata Kelola 

Pemerintahan Digital 

Berdasarkan pembahasan di atas, 

ada beberapa temuan yang berhasil di 

identifikasi terkait belum efektifnya tata 

kelola pemerintahan digital di Jawa Barat, 

diantaranya sistem pembayaran PKB 

belum terintegrasi penuh antar Bapenda, 

Kepolisian, Jasa Raharja, dan perbankan. 

Selain itu, kebijakan masih belum 

sepenuhnya berbasis data, respons 

terhadap perubahan teknologi dan 

perilaku masyarakat masih kurang cepat, 

serta desain layanan belum sepenuhnya 

berfokus pada kebutuhan pengguna. Di 

sisi lain, transparansi juga belum optimal 

karena belum tersedia dashboard publik 

yang menampilkan penerimaan dan 

penggunaan dana PKB. Temuan itu sejalan 

dengan (OECD, 2021) bahwa kegagalan 

transformasi digital sektor publik 

umumnya disebabkan oleh lemahnya 

integrasi antar lembaga, rendahnya 

pemanfaatan data dalam perumusan 

kebijakan, serta minimnya orientasi pada 

kebutuhan pengguna layanan (user-

centered government). 

Model SMART PKB Governance 

Framework dirancang agar digitalisasi 

PKB tidak sekadar menambah teknologi, 

tetapi membangun sistem yang 

terintegrasi, terukur, adaptif, responsif, 

dan dipercaya publik. Istilah SMART 

bukan hanya akronim, melainkan hasil 

pengembangan dari temuan penelitian 

yang diselaraskan dengan prinsip tata 

kelola digital modern. Model ini bertumpu 

pada lima prinsip utama: Systematic, 

Measurable, Agile, Responsive, dan Trusted. 

Kerangka ini juga mengacu pada prinsip 

OECD yang berbasis data, inklusif, dan 

berorientasi hasil, dengan penyesuaian 

pada kondisi dan kebutuhan daerah. 

Berikut penjelasan lima pilar utama : 

https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi
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1. Systematic 

Membangun arsitektur sistem terpadu 

yang menyinergikan seluruh 

pemangku kepentingan (Bapenda, 

Kepolisian, Jasa Raharja serta 

perbankan) pada seluruh infrastruktur 

layanan, Sehingga nantinya sistem 

pelayanan PKB tidak bekerja secara 

sendiri-sendiri (silo). Pentingnya 

arsitektur sistem terpadu lintas 

pemangku kepentingan dikuatkan 

oleh (Dunleavy et al., 2006) yang 

menyatakan bahwa tata kelola 

pemerintahan digital akan efektif 

apabila organisasi publik mampu 

menghilangkan sekat kelembagaan 

(silo mentality) melalui 

interoperabilitas sistem dan berbagi 

data. Kemudian banyak kegagalan 

proyek e-government disebabkan oleh 

sistem yang dibangun secara parsial 

dan tidak terintegrasi, sehingga 

menimbulkan inefisiensi dan 

rendahnya kualitas layanan publik 

(Heeks, 2006). Oleh karena itu, 

integrasi sistem PKB menjadi 

prasyarat utama untuk meningkatkan 

efektivitas tata kelola digital. 

2. Measurable 

Menetapkan indikator kinerja 

kuantitatif untuk mengevaluasi 

efektivitas layanan dan tingkat 

kepatuhan. Hal itu sejalan dengan  

konsep New Public Management yang 

menegaskan bahwa pengukuran 

kinerja merupakan instrumen utama 

untuk meningkatkan akuntabilitas, 

efektivitas, dan transparansi 

organisasi publik (Hood, 1991). 

Penetapan indikator kinerja PKB 

seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, 

kecepatan layanan, dan efektivitas 

sistem pembayaran digital menjadi 

elemen krusial dalam mendukung tata 

kelola PKB berbasis data. 

3. Agile 

Menciptakan sistem yang lincah dan 

adaptif dalam merespons dinamika 

teknologi dan kebutuhan masyarakat. 

Menurut (Osborne & Gaebler, 1992) 

pemerintah modern harus mampu 

bereksperimen, belajar cepat, dan 

menyesuaikan kebijakan secara 

dinamis. Desain sistem pemerintahan 

digital yang kaku dan tidak adaptif 

berpotensi mengalami design–reality 

gap, yang pada akhirnya menurunkan 

tingkat adopsi masyarakat (Heeks, 

2006). Oleh karena itu, sistem PKB 

yang agile memungkinkan pemerintah 

daerah merespons perkembangan 

teknologi pembayaran digital dan 

ekspektasi masyarakat secara lebih 

cepat dan efektif. 

4. Responsive 

Memastikan layanan mampu 

merespons umpan balik dan keluhan 

wajib pajak dengan cepat dan solutif. 

Masyarakat bukan sekadar penerima 

kebijakan, tetapi diposisikan sebagai 

aktor utama yang harus didengarkan 

oleh Pemerintah (Kooiman, 2003). 

Keterlibatan warga dalam evaluasi dan 

pengawasan layanan publik dapat 

meningkatkan kualitas dan 

keberlanjutan kebijakan (Ostrom, 

https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi
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1996). Dalam konteks PKB, 

mekanisme umpan balik digital dan 

respons cepat terhadap keluhan wajib 

pajak menjadi instrumen penting 

untuk meningkatkan kepuasan dan 

kepatuhan masyarakat. 

5. Trusted 

Kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi publik sangat menentukan 

keberhasilan kebijakan, khususnya 

kebijakan fiskal dan perpajakan 

(Fukuyama, 1995). Meningkatkan 

kepercayaan publik perlu dilakukan 

melalui transparansi, akuntabilitas, 

dan jaminan keamanan data. Salah 

satu langkah konkret adalah 

menyediakan dashboard publik yang 

menampilkan penerimaan PKB harian, 

tingkat kepatuhan, serta penggunaan 

dana. Transparansi berbasis digital, 

seperti penyediaan dashboard publik 

dan open data fiskal, memiliki korelasi 

positif terhadap peningkatan 

kepercayaan dan legitimasi 

pemerintah (Grimmelikhuijsen et al., 

2013). Dengan informasi yang terbuka 

dan mudah dipahami, masyarakat 

dapat melihat langsung kontribusinya, 

sehingga kepercayaan dan 

akuntabilitas pemerintah ikut 

menguat. 

Kelima pilar tersebut menjadi 

fondasi utama dalam membentuk model 

SMART PKB Governance Framework pada 

gambar berikut : 

 
Sumber : Diolah Penulis 

Gambar 5. Model SMART PKB  

Governance Framework 

Kerangka ini diharapkan dapat 

menjadi solusi komprehensif untuk 

mengatasi problem yang ditemukan dalam 

penelitian dan pada akhirnya 

memperkuat seluruh ekosistem digital 

PKB. Model ini tidak hanya berfokus pada 

digitalisasi teknis, tetapi juga membangun 

tata kelola pajak yang terstruktur, adaptif, 

inklusif, dan akuntabel. Dengan 

penerapan lima prinsip Systematic, 

Measurable, Agile, Responsive, dan Trusted 

secara konsisten, Jawa Barat berpeluang 

menjadi salah satu daerah terdepan dalam 

pengelolaan PKB berbasis digital.. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Tata kelola pemerintahan digital 

sudah memberi dampak positif, tetapi 

belum optimal dalam meningkatkan 

pendapatan PKB. Ini dipengaruhi oleh 

layanan yang belum sepenuhnya digital, 

pemanfaatan data yang belum maksimal, 

serta keterlibatan masyarakat yang masih 

terbatas. Tantangan utama PKB digital di 

Jawa Barat bukan terletak pada 

https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi
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ketersediaan teknologi, melainkan pada 

kualitas tata kelola digital. Temuan ini 

memperkuat argumen OECD bahwa 

digital government yang efektif harus 

terintegrasi, adaptif, dan berorientasi 

pada pengguna. 

Jika dilihat secara langsung tata 

kelola digital PKB di Jawa Barat sedang 

bergerak ke arah yang benar, namun 

masih membutuhkan penguatan 

signifikan agar benar-benar mampu 

meningkatkan pendapatan daerah secara 

berkelanjutan. Optimalisasi PKB digital 

membutuhkan pendekatan tata kelola 

yang sistemik. Oleh karena itu, model 

SMART PKB Governance Framework yang 

diusulkan berkontribusi sebagai kerangka 

aplikatif yang menjembatani teori OECD 

dengan praktik pemungutan pajak daerah 

khususnya di Jawa barat. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut 

saran yang dapat direkomendasikan  : 

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

melalui Bapenda Jabar perlu 

mempercepat integrasi sistem data 

terpadu antarinstansi terkait. 

2. Bapenda Jabar perlu melakukan 

kampanye edukasi dan sosialisasi yang 

masif dan inklusif untuk menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat. 

3. Bapenda Jabar perlu menerapkan 

prinsip berbasis pengguna dan 

keterbukaan dalam pengembangan 

layanan PKB. 

Dengan langkah-langkah strategis 

tersebut, diharapkan transformasi digital 

di sektor perpajakan daerah dapat 

berjalan lebih efektif dan berdampak 

langsung terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan pendapatan asli 

daerah. 
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